
  

 
 

   

 
 
 

BUPATI KAPUAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR  41 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN 

TIDAK MAMPU  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KAPUAS, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan telah ditetapan Peraturan Bupati 

Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa 

Berprestasi dan Tidak Mampu; 

b. bahwa untuk menyesuaikan kondisi dan dinamika 

pelaksanaan di daerah, dirasa perlu melakukan penyesuaian 

mekanisme dan persyaratan penerima beasiswa di Kabupaten 

Kapuas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam  huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi 

dan Tidak Mampu; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

 

SALINAN 



  

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5336); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa  kali,  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2008 Nomor  91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4864); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2008 Nomor  127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2019 Nomor  42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapkali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

 

 



  

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33); 

 

 
  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN 

PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN 
TIDAK MAMPU. 

 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu (Berita 

daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 34) diubah sebagai Berikut : 
 
1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :  

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kapuas. 
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kapuas. 

5. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta 

didik dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan 
pendidikan pada jenjang menengah atas dan jenjang pendidikan tinggi 
berdasarkan pertimbangan keterbatasan kemampuan ekonomi. 

6. Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili dan memiliki Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kapuas. 

7. Beasiswa bagi Lulusan SMA/MA sederajat perjurusan di Kabupaten Kapuas 
adalah Beasiswa yang diberikan bagi lulusan SMA/MA sederajat perjurusan 
yang memperoleh Juara Umum 1 sampai dengan Juara Umum 3  bagi yang 

melanjutkan ke perguruan tinggi dan disalurkan ketika yang bersangkutan 
telah diterima di perguruan tinggi.  

 



  

 

8. Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada 

mahasiswa tidak mampu akan tetapi berkeinginan kuliah, atau sedang 
kuliah. 

9. Beasiswa bagi mahasiswa Berprestasi Secara Akademik adalah beasiswa 
yang diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi secara Akademik 
baik pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. 

10. Beasiswa Tahap Akhir adalah beasiswa yang diberikan hanya satu kali 
kepada mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir/penulisan karya ilmiah. 

 

2. Ketentuan huruf h, huruf k, dan huruf l Pasal 6 diubah dan ditambahkan 2 (dua) 
huruf yaitu huruf m dan huruf n, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :  
 

 

Pasal 6 
 

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa bagi masyarakat tidak mampu 
meliputi; 

a. mahasiswa asal Kabupaten Kapuas (dibuktikan dengan KTP Kabupaten 
Kapuas) yang menempuh pendidikan tinggi baik di daerah maupun di luar 

daerah, meliputi jenjang pendidikan; 
a) Diploma III paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada 

semester IV; 

b) Diploma IV/Sarjana Strata I, paling rendah pada semester II dan paling 
tinggi duduk pada semester VI; dan  

c) Sarjana Strata II, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk 
pada semester III.  

b. fotocopy Kartu Mahasiswa; 

c. fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) Kabupaten Kapuas; 
d. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi; 
e. fotocopy Kartu Hasil Studi; 

f. fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing; 
g. fotocopy Kartu Keluarga; 

h. fotocopy Kartu Raskin/ Kartu Perlindungan Sosial/ Surat Keterangan Tidak 
Mampu dari Lurah / Kepala Desa; 

i. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan 

dari sumber lain; 
j. Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban; 
k. Indeks Prestasi paling rendah 2,50 ( dua koma lima puluh ); dan 

l. fotocopy rekening Bank Pembangunan Kalteng yang masih aktif atas nama 
calon penerima beasiswa; 

m. Surat Pernyataan Tidak Sedang Pegawai Negeri, Tenaga Kontrak/Swasta; 
dan 

n. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bagi orang tuanya bukan Pegawai 

Negeri/TNI/Polri/Swasta. 
 

3. Ketentuan huruf a, huruf j dan huruf k Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) 
huruf yaitu huruf l, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :  
 

Pasal 7 
 

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa mahasiswa berprestasi secara 

akademik meliputi: 
a. mahasiswa asal Kabupaten Kapuas (dibuktikan dengan KTP Kabupaten 

Kapuas) yang menempuh pendidikan tinggi baik di daerah maupun di luar 

daerah, meliputi jenjang pendidikan; 
a) Diploma III paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada 

semester IV; 
b) Diploma IV/Sarjana Strata I, paling rendah pada semester II dan paling 

tinggi duduk pada semester VI; dan  

c) Sarjana Strata II, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk 
pada semester III.  



  

 

b. fotocopy Kartu Mahasiswa; 

c. fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) Kabupaten Kapuas; 
d. surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi; 

e. fotocopy Kartu Hasil Studi; 
f. fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing; 
g. fotocopy Kartu Keluarga; 

h. surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari 
sumber lain; 

i. surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban; 

j. mempunyai Indeks Prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk 
Perguruan Tinggi dan 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk Perguruan Tinggi 

Swasta; 
k. fotocopy rekening Bank Pembangunan Kalteng  yang masih aktif atas nama 

calon penerima beasiswa; dan 

l. surat Pernyataan Tidak Sedang Pegawai Negeri, Tenaga Kontrak/Swasta; 
 

4. Ketentuan huruf a, huruf h, dan huruf n Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai  berikut :  
 

Pasal 8 

 
Persyaratan khusus calon penerima beasiswa tahap akhir meliputi; 
a. mahasiswa asal Kabupaten Kapuas (dibuktikan dengan KTP Kabupaten 

Kapuas) yang menempuh pendidikan tinggi baik didaerah maupun diluar 
daerah, meliputi jenjang pendidikan; 
a) diploma III, dengan capaian minimal 90 SKS 

b) diploma IV/Sarjana Strata I dengan capaian minimal 120 SKS dan  
c) sarjana Strata II dengan capaian minimal 72 SKS. 

b. mengisi formulir pendaftaran; 
c. fotocopy kartu mahasiswa; 
d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Kabupaten Kapuas; 

e. surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi; 
f. fotocopy Kartu Hasil Studi; 

g. fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen pembimbing; 
h. Surat keterangan sedang mengerjakan tugas akhir (harus dibubuhi stempel 

fakultas/universitas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di 

kampus/dosen pembimbing); 
i. fotocopy Kartu Keluarga; 
j. Fotocopy Kartu Raskin/ Kartu Pelindung Sosial/ Surat Keterangan Tidak 

Mampu; 
k. surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan 

dari sumber lain; 
l. surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban; 
m. mempunyai Indeks Prestasi Paling Rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan 

n. fotocopy rekening Bank Pembangunan Kalteng  yang masih aktif atas nama 
calon penerima beasiswa. 

 

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai  berikut:  

 
Pasal 10 

 
(1) Permohonan calon penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak 

mampu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikirim Softcopy melalui email 

Bagian Administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat dan Hardcopy 
diantar langsung atau dikirim Via POS ke Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kapuas pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat 
Jalan Pemuda KM. 5,5 Kuala Kapuas kode pos 73515. 



  

 

(2) Prosedur permohonan calon penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan 

tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
6. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 

7. Ketentuan huruf a Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai  berikut:  
 

Pasal 17 
 

Penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu dapat 

dibatalkan pemberian beasiswanya, apabila : 
a. calon penerima beasiswa yang lulus seleksi, tidak menyampaikan data otentik 

dan kelengkapan lainnya yang disyaratkan sesuai jadwal yang ditentukan; 
b. melebihi batas masa belajar yang ditetapkan/telah lulus; 
c. tidak memenuhi syarat yang ditentukan; 

d. memberikan data yang tidak benar;  
e. melanggar pernyataan yang dibuat; 
f. Meninggal dunia sebelum pencairan; 

g. menerima beasiswa/bantuan keuangan lain; 
h. terlibat tindak pidana berdasarkan data kepolisian; 

i. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif; dan 
j. jika penerima beasiswa terbukti memberikan data tidak benar, maka beasiswa 

yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah. 

 
 
8. Ketentuan huruf b Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai  berikut:  

 
Pasal 18 

 

Bagi penerima beasiswa yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 dan Pasal 18 akan dikenakan sanksi; 
a. pencabutan/pembatalan haknya sebagai penerima beasiswa bagi mahasiswa 

berprestasi dan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu apabila tidak 

menyampaikan data otentik dan kelengkapan lainnya yang disyaratkan dan 
tidak sesuai jadwal yang ditentukan; dan 

b. tidak dapat dimasukkan dalam calon penerima beasiswa berikutnya apabila 
tidak  menyampaikan laporan setelah menerima dana beasiswa. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 
 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal  9 Juli  2020 
 

BUPATI KAPUAS 
 

 ttd 
 

  BEN BRAHIM S. BAHAT 

 
Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal  9 Juli  2020 
 

Pj. SEKRETRASI DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
 

 ttd 
 

  MASRANI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 42 
 

 


